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PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BATU 
NOMOR   3     TAHUN 2014 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BATU, 
 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan 
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah Kota Batu; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kota Batu tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 



Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4023); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4027); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lemabaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

28. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang 
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 
Operasional; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 
2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD); 



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan 
Alokoasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2012; 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
207/PMK/07/2012 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 
2013; 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
231/PMK/07/2012 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 
Minyak Bumi, Gas Bumi Tahun Anggaran 2012; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
19/PMK/07/2013 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan 
Gas Bumi Tahun Anggaran 2013; 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
20/PMK/07/2013 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 
2013; 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
23/PMK/07/2013 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 
Anggaran 2013; 

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
127/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan 
Desentralisasi Tahun Anggaran 2013; 

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
167/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana 
Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 53 Tahun 2003 
tentang Rencana Strategis Kota Batu (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 61/E); 

45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 
Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 



Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 6/A); 

46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 
2/A)); 

47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007-2012 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 
1/E); 

48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 
1/D); 

49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E); 

50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata 
Resource (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 
Nomor 2/E);  

51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 1/B); 

52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 
Batu Tahun 2010 Nomor 2/B); 

53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 3/B); 

54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu 
Tahun 2010 Nomor 4/B); 

55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 
Batu Tahun 2010 Nomor 6/B); 

56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 
2011 Nomor 1/B); 

57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 



(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 
2/A); 

58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 
1/B); 

59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 

60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu 
kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E); 

61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Batu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2012 Nomor 5/A); 

62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan (Lembaran Daerah 
Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/D); 

63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 
2/A); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU 

dan  
 

WALIKOTA BATU 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013. 

 
 
 
 



Pasal 1 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 berupa 
Laporan Keuangan memuat: 
a. ran Realisasi Anggaran; Lapo

Neraca; 
Lapo
Cata

b. 
c. ran Arus Kas; 
d. tan atas Laporan Keuangan. 

 
 

Pasal 2 
 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 sebagai berikut: 
a. Pendapatan     Rp585.302.322.932,31 
b. Belanja      Rp568.468.908.109,01 
      Surplus      Rp  16.833.414.823,30 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan     Rp99.155.725.898,07 
- Pengeluaran     Rp     977.445.041,00 
Pembiayaan Netto   

 Rp98.178.280.857,07 
 

 
Pasal 3 

 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah sebagai berikut: 

 
(1) Selisih Lebih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan 

sejumlah Rp12.922.808.053,07 dengan rincian sebagai berikut:  
a. ggaran Pendapatan  An

Realisasi                          Rp 3
setelah Perubahan                           Rp572.379.514.879,24 

b.               585. 02.322.932,31 
           Selisih Lebih         Rp  12.922.808.053,07 

 
(2) Selisih Kurang anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp102.088.874.668,30 dengan rincian sebagai berikut: 
a. 

Perubahan         
Anggaran Belanja setelah  

   Rp670.557.782.777,31 
b. Realisasi     Rp568.468.908.109,01 

Selisih (Kurang)                               Rp102.088.874.668,30 
 

(3) Selisih Lebih anggaran surplus/defisit  dengan  realisasi  

t setelah Perubahan (Rp 98.178.267.898,07)   

surplus/defisit sejumlah Rp115.011.682.721,37 dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Surplus/defisi
b. Realisasi     Rp  16.833.414.823,30 

Selisih Lebih    Rp115.011.682.721,37 
 

(4) Selisih Kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

Rp 99.155.725.898,07 
b. 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan    
Realisasi     Rp 99.155.725.898,07 

        Selisih (Kurang)    Rp                     0,00 
 



(5) Selisih Lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

ran pengeluaran pembiayaan  
     977.458.000,00 

b. 

pembiayaan sejumlah Rp12.959,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Angga

setelah perubahan        Rp
Realisasi          Rp     977.445.041,00 

 Selisih(Kurang)              Rp              12.959,00 
 

(6) Selisih Lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

      Rp   8.178.267.898,07 
b.            

sejumlah Rp12.959,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto 

 setelah perubahan   
 Realisasi         Rp 98.178.280.857,07 
Selisih Lebi        h  Rp              12.959,00 

 
 

Pasal 4 
 

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 

Rp1.192.702.794.835,48 

 
 

Pasal 5 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c 

i 2013                Rp    99.155.725.898,07 
.765.523,30 

tas Investasi Aset  
9.350.700,00) 

s Pembiayaan  (Rp        977.445.041,00)  
       127.146.574,51

Desember Tahun 2013 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset                        
b. Jumlah Kewajiban               Rp                            0,00 
c. Jumlah Ekuitas Dana          Rp1.192.702.794.835,48 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 
2013 sebagai berikut: 
a. Saldo Kas 1 Januar
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi        Rp  172.332
c. Arus Kas dari Aktivi

      Non Keuangan       (Rp 155.49
d. Arus Kas dari Aktivita
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran    (Rp ) 
f. Saldo Akhir Kas 31 Desember 2013       Rp  115.012.060.680,37 

 
 

Pasal 6 
 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan. 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 
sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini, terdiri d
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran  

Lampiran I.2 
Pengurangan Aset   

 
Pasal 7 

 

ari: 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan   pemerintahan daerah dan 
organisasi   

: Daftar Realisasi Penambahan dan 



Lampiran I.3 : Daftar Piutang Daerah 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah) 
Daftar Hutan

Lampiran I.4 : 
 Lampiran I.5 : g Pihak Ketiga 
b. 
c. Lampiran III : 
d. euangan 

 

Pasal 8 

p n g Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2013. 

 

rlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Batu. 

 

 
 
 
 

 
ah ini diundangkan berd rkan hasil Evaluasi Biro Hukum 

rovinsi Jawa Timur Nomor: 188/14910 13/2014 tanggal 6 Agustus 2014. 
 
 

Lampiran II  : Neraca 
Laporan Arus Kas 

Lampiran IV : Catatan atas Laporan K

 

 
Walikota meneta ka  Peraturan Kepala Daerah tentan

 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai be

 
Ditetapkan di Batu 
pada tanggal 7 Agustus 2014 
 

 

 
 
 

WALIKOTA BATU. 

 
EDDY RUMPOKO 

 

 
 

ttd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peraturan Daer

Diundangkan di Batu 
pada Tanggal 7 Agustus 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

 I D O D O 

ttd 
 

W
 

asa
P /0

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 


	Pasal 5

